BAB1
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Manusia sebagai mahluk social tentu tidak lepas dari ketergantungannya
membutuhkan bantuan manusia yang lainnya, termasuk juga untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dalam hal ini makanan, yang merupakan kebutuhan pokok
untuk mempertahankan hidup. Dan setiap manusia, pada suatu waktu, dalam
posisi sendiri maupun berkelompok , dalam keadaan apapun pasti akan menjadi
konsumen untuk suatu produk barang atau jasa tertentu. Hal ini adalah kondisi
universal, namun pada beberapa sisi menunjukkan adanya berbagai kelemahan
pada konsumen sehingga konsumen tidak mempunyai kedudukan yang “aman®.’'

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional
sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No.A/RES/39/248
Tahun 1985, tentang Guidelines for Consumer Protection, yang menyatakan

bahwa 2

“ Taking into account the interest and needs of consumers in all countries,
particularly those in developing countries, recognizing that consumers often
face imbalance in economic terms, educational levels, and bargaining
power, and bearing in mind that consumers should have the right of access
to nonhazard- ous products, as well as the right to promote just, equitable
and sustainable economic and social development,”.

Oleh karena itu secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan
hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen
pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam
banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual

dan selalu penting untuk dikaji.’

Sri Redjeki Hartono, 2000, Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka
Perdagangan Bebas, dalam Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Hukum Perlindungan
Konsumen, Mandar Maju, Bandung, h. 33.

Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum
Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 3.

> Yusuf Sofie, 2007, Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Ghalia-
Indonesia, Jakarta, (selanjutnya disingkat Yusuf Sofie I), h. 17.
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Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal
makin terasa sangat penting, mengingat makin majunya ilmu pengetahuan dan
teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktifitas dan efisiensi
produsen atas barang atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai
sasaran usaha.

Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik
langsung atau tidak langsung, maka konsumenlah yang pada umumnya akan
merasakan dampaknya.® Dengan demikian, upaya untuk memberikan
perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu
hal yang penting dan mendesak, untuk segera dicari solusinya, mengingat
sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan
konsumen di Indonesia lebih-lebih pada saat sekarang ini, dimana semua produk
makanan gampang di dapat dan diantaranya ada beberapa produk makanan yang
instan.

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang
sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan
distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat
mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Untuk itu semua cara
pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak
termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak
terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara
lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan
menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.” Bagi konsumen, informasi tentang
barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting.’ Informasi-informasi
tersebut meliputi tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan
masyarakat konsumen, tentang kualitas produk, keamanannya, harga, tentang
berbagai persyaratan dan/atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi
produk, persediaan suku cadang, tersedianya pelayanan jasa purna purna-jual, dan

lain-lain yang berkaitan dengan itu.

* Happy Susanto, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Visimedia, Jakarta, h. 39.
5 Zumroetin K. Soesilo, 1996, Penyambung Lidah Konsumen, Swadaya, Jakarta, h. 12.
® A.Z. Nasution, 1995, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 76.
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Menurut Troelstrup, konsumen pada saat ini membutuhkan lebih banyak
informasi yang lebih relevan dibandingkan lima puluh tahun lalu, karena pada saat
ini terdapat lebih banyak produk, merek dan tentu saja penjualnya, saat ini daya
beli konsumen makin meningkat, saat ini lebih banyak variasi merek yang beredar
di pasaran, sehingga belum banyak diketahui semua orang, saat ini model-model
produk lebih cepat berubah saat ini transportasi dan komunikasi lebih mudah
sehingga akses yang lebih besar kepada bermacam-macam produsen atau
penjual.’

Menurut sumbernya, informasi barang dan/atau jasa tersebut dapat
dibedakan menjadi tiga.® Pertama, informasi dari kalangan Pemerintah dapat
diserap dari berbagai penjelasan, siaran, keterangan, penyusun peraturan
perundang-undangan secara umum atau dalam rangka deregulasi, dan/atau
tindakan Pemerintah pada umumnya atau tentang sesuatu produk konsumen. Dari
sudut penyusunan peraturan perundang-undangan terlihat informasi itu termuat
sebagai suatu keharusan. Beberapa di antaranya, ditetapkan harus dibuat, baik
secara dicantumkan pada maupun dimuat di dalam wadah atau pembungkusnya
(antara lain label dari produk makanan dalam kemasan sebagaimana diatur dalam
PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan). Sedang untuk produk
hasil industry lainnya, informasi tentang produk itu terdapat dalam bentuk standar
yang ditetapkan oleh Pemerintah, standar internasional, atau standar lain yang
ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

Kedua informasi dari konsumen atau organisasi konsumen tampak pada
pembicaraan dari mulut ke mulut tentang suatu produk konsumen, surat-surat
pembaca pada media massa, berbagai siaran kelompok tertentu, tanggapan atau
protes organisasi konsumen menyangkut sesuatu produk konsumen. Siaran pers
organisasi konsumen, seperti Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)
tentang hasilhasil penelitian dan/atau riset produk konsumen tertentu, dapat
ditemukan pada harian-harian umum, majalah dan/atau berita resmi YLKI, yaitu
warta konsumen.

Ketiga, informasi dari kalangan pelaku usaha (penyedia dana, produsen,

importir, atau lain-lain pihak yang berkepentingan), diketahui sumber-sumber

" Erman Raja Guguk, et. All, 2003, Hukum Perlindungan Konsumen, Mandar Maju, Jakarta, h. 2.
¥ Taufik Simatupang,2004, Aspek Hukum Periklanan,PT.Citra Aditya Bakti, Bandungh. 13.
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informasi itu umumnya terdiri dari berbagai bentuk iklan baik melalui media non
elektronik atau elektronik, label termasuk pembuatan berbagai selebaran, seperti
brosur, pamflet, catalog, dan lain-lain sejenis itu. Bahan-bahan informasi ini pada
umumnya disediakan atau dibuat oleh kalangan usaha dengan tujuan
memperkenalkan produknya, mempertahankan, dan/atau meningkatkan pangsa
pasar produk yang telah dan/atau ingin lebih lanjut diraih. Diantara berbagai
informasi tentang barang atau jasa konsumen yang diperlukan konsumen,
tampaknya yang paling berpengaruh pada saat ini adalah informasi yang
bersumber dari kalangan pelaku usaha. Terutama dalam bentuk iklan dan label,
tanpa mengurangi pengaruh dari berbagai bentuk informasi pengusaha lainnya.’
Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang
dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam pasal 4 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Adapun hak-hak

konsumen tersebut antara lain :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;

3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak

sebagaimana mestinya;

? Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, h. 71.
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9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Disamping hak-hak dalam pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen
yang dirumuskan dalam pasal-pasal berikutnya, khususnya dalam pasal 7 yang
mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan
antinomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai
hak konsumen. '’

Pentingnya informasi yang akurat dan lengkap atas suatu barang dan/atau
jasa mestinya menyadarkan pelaku usaha untuk menghargai hak-hak konsumen,
memproduksi barang dan jasa berkualitas, aman dikonsumsi atau digunakan,
mengikuti standar yang berlaku, dengan harga yang wajar (reasonable).

Disisi lain konsumen harus pula menyadari hak-haknya sebagai seorang
konsumen sehingga dapat melakukan pengawasan sosial (social control) terhadap
perbuatan dan prilaku pengusaha dan pemerintah. Bagaimanapun juga pada
kenyataannya, konsumen pada masyarakat modern akan dihadapkan pada
beberapa persoalan antara lain: Pertama, bisnis modern menampakkan kapasitas
untuk mempertahankan produksi secara massal barang baru sehubungan dengan
adanya teknologi canggih serta penelitian dan manajemen yang efisien. Kedua,
banyaknya barang dan jasa yang dipasarkan berada di bawah standar, berbahaya
atau sia-sia. Ketiga, ketidaksamaan posisi tawar merupakan masalah serius
(kebebasan berkontrak). Keempat, konsep kedaulatan mutlak konsumen bersandar
pada persaingan sempurna yang ideal, namun persaingan terus menurun sehingga
kekuatan konsumen di pasar menjadi melemah. Menurut pasal 2 UU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan KonsumenPerlindungan konsumen diselenggarakan
sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam
pembangunan nasional, yaitu :

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat
sebesarbesarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan.

1% Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, h. 18.
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2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan
secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku
usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara
kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil
ataupun spiritual.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan
jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang
dikonsumsi atau digunakan.

Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum. Pangan
merupakan kebutuhan dasar manusia yang juga merupakan komoditas
perdagangan, memerlukan dukungan sistem perdagangan pangan yang etis, jujur,
dan bertanggung jawab sehingga terjangkau oleh masyarakat. Pangan dalam
bentuk makanan dan minuman adalah salah satu kebutuhan pokok manusia yang
diperlukan untuk hidup, tumbuh, berkembang biak, dan reproduksi."'

Dalam pasal 1 UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, disebutkan bahwa
“Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain
yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan
makanan atau minuman”.... Dalam hubungannya dengan masalah label,
khususnya label pangan maka masyarakat perlu memperoleh informasi yang
benar, jelas, dan lengkap, baik mengenai kuantitas, isi, kualitas maupun hal-hal
lain yang diperlukannya mengenai pangan yang beredar di pasar.

Label itu ibarat jendela, konsumen yang jeli bisa mengintip suatu produk

dari labelnya.'” Dari informasi pada label, konsumen secara tepat dapat

Endrah, 2009, “ Kasus Tentang Perundangan Pangan * diakses 2 Agustus 2010, available
From URL : http://endrah.blogspot.com

Purwiyatno Hariyadi, 2009, “ Mencermati Label dan Iklan Pangan “, diakses 29 Juni 2010,
available from URL : http://www.republika.co.id.
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menentukan pilihan sebelum membeli dan atau mengkonsumsi pangan. Tanpa
adanya informasi yang jelas maka kecurangan-kecurangan dapat terjadi."’

Banyak masalah mengenai pangan terjadi di Indonesia. Hingga kini masih
banyak kita temui pangan yang beredar di masyarakat yang tidak mengindahkan
ketentuan tentang pencantuman label, sehingga meresahkan masyarakat.
Perdagangan pangan yang kedaluarsa, pemakaian bahan pewarna yang tidak
diperuntukkan bagi makanan, makanan berformalin, makanan mengandung bahan
pengawet, atau perbuatan-perbuatan lain yang akibatnya sangat merugikan
masyarakat, bahkan dapat mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa manusia,
terutama bagi anak-anak pada umumnya dilakukan melalui penipuan pada label
pangan.'* Label yang tidak jujur dan atau menyesatkan berakibat buruk terhadap
perkembangan kesehatan manusia.

Selain diatur didalam Undang-Undang No. 8§ Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen, norma hukum yang mengatur mengenai pelabelan
diantaranya dapat dilihat dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, PP No. 69
Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No, 82/Menkes/SK/1/1996
tentang Pencantuman Tulisan *“ Halal * pada Label Makanan, Peraturan Menteri
Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa yang
telah dirubah dengan Keputusan Dirjen POM No. 02591/B/SK/VIII/91.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengaturan
pelabelan produk pangan tidak diatur secara spesifik. Pengaturan secara lebih
spesifiknya adalah PP No. 69 Tahun 1999. Sebelum PP tersebut lahir, pengaturan
pelabelan secara singkat ada dalam UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan.

Di dalam pasal 1 (3) dari PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa yang
dimaksud dengan label pangan adalah : setiap keterangan mengenai pangan yang
berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan

pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada atau merupakan bagian

Yusuf Shofie, 2000, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, Citra
Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disebut Yusuf Shofie II), h. 15.

Dedi Barnadi — YLBK (Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen) Konsumen Cerdas
Majalengka, 2009, “ Makanan Jajanan (Street Food) Anak Sekolah “, Diakses 30 Juni 2010,
Available from : URL : http://www.konsumencerdas.co.cc
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kemasan pangan, yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Label.

Lebih lanjut didalam pasal 2 ditentukan bahwa :

1.

Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke
dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label
pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan.
Pencantuman Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas dari kemasannya, tidak mudah
luntur atau rusak, serta terletak pada bagian kemasan pangan yang mudah
untuk dilihat dan dibaca.

Kemudian di dalam pasal 3 dari PP No. 69 Tahun 1999 tersebut ditentukan

bahwa :

1.

Label sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) berisikan keterangan

mengenai pangan yang bersangkutan.

Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya:

a. nama produk;

b. daftar bahan yang digunakan;

c. berat bersih atau isi bersih;

d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke
dalam wilayah Indonesia.

e. tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa.

Lebih lanjut dalam pasal 15 PP No. 69 Tahun 1999 ditentukan bahwa

keterangan pada label, ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa

Indonesia, angka Arab, dan huruf Latin. Dalam bagian penjelasan dari pasal ini

disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar pangan olahan yang

diperdagangkan di Indonesia harus menggunakan label dalam bahasa Indonesia.

Khusus bagi pangan olahan untuk diekspor, dapat dikecualikan dari ketentuan ini.

Selanjutnya dalam pasal 16 disebutkan :

1.

Penggunaan bahasa selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin
diperbolehkan sepanjang tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan
padanannya, atau dalam rangka perdagangan pangan ke luar negeri.

Huruf dan angka yang tercantum pada Label harus jelas dan mudah dibaca.
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Ketentuan pasal ini tidak ada penjelasannya sehingga menimbulkan banyak
pertanyaan dan dapat pula ditafsirkan macam-macam. Bagian mana dari label itu
yang boleh menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf
Latin karena tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya dalam
Bahasa Indonesia, hal ini tidak diberi penjelasan. Apa semua keterangan
sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 jo pasal 12 PP No. 69 Tahun 1999 boleh
menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin karena
tidak ada padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya. Hal ini penting,
karena kalau hanya nama produk yang tidak ada padanannya dalam bahasa
Indonesia tidak begitu menjadi persoalan. Namun bagaimana bila itu menyangkut
daftar bahan yang digunakan, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa, cara
menggunakan produk, lebih-lebih bila itu menyangkut produk impor.

Penggunaan label dengan bahasa Indonesia saja kadang bisa tidak
dimengerti/dipahami  konsumen, apalagi produk selain bahasa Indonesia.
Penggunaan bahasa Indonesia pada label pangan memiliki peranan yang penting
dalam perlindungan konsumen. Dengan label berbahasa Indonesia, konsumen bisa
mengetahui informasi produk yang dibelinya sehingga bisa meminimalisasi resiko
kejadian yang tidak diinginkan. Label selain bahasa Indonesia tentu akan
menyulitkan konsumen dalam memahami, menggunakan, serta mengetahui
bahan-bahan yang terdapat pada produk yang dibelinya.

Banyak produk makanan dengan pelabelan lengkap, tetapi pesan informasi
tidak sampai ke konsumen, karena menggunakan bahasa yang tidak dipahami
konsumen. Akhir-akhir ini, di pasaran dengan mudah ditemukan produk impor
dengan pelabelan menggunakan bahasa Negara asal produk tersebut, seperti Cina
dan Jepang."

Pengecualian penggunaan bahasa Indonesia dalam label karena tidak ada
padanannya atau tidak dapat diciptakan padanannya dalam bahasa Indonesia
justru akan membuka peluang bagi pelaku usaha untuk memperdagangkan produk
pangan yang tidak dimengerti oleh konsumen sehingga berpotensi menimbulkan

kerugian yang tidak diinginkan.

5 Sudaryatmo, 1999, Hukum & Advokasi Konsumen, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 15.
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Pasal 16 PP No. 69 Tahun 1999 juga tidak memberi penjelasan, dalam
rangka perdagangan pangan ke luar negeri (ekspor) bahasa apa yang harus
dipergunakan. Bahasa Inggris, bahasa Latin, atau bahasa lain. Perdagangan
pangan yang jujur dan bertanggungjawab bukan semata-mata untuk melindungi
kepentingan masyarakat yang mengkonsumsi pangan. Melalui pengaturan yang
tepat berikut sanksi-sanksi hukum yang berat, diharapkan setiap orang yang
memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia
untuk diperdagangkan dapat memperoleh perlindungan dan jaminan kepastian
hukum.

Dibandingkan dengan Negara-negara tetangga, Malaysia misalnya,
Indonesia masih tertinggal beberapa langkah dalam upaya melindungi konsumen.
Di Malaysia, pemberdayaan konsumen sudah ditangani oleh seorang Menteri,
yaitu Menteri Urusan Konsumen, sedangkan di Indonesia masih menggunakan
Peraturan Menteri Kesehatan serta yang baru UU No. 7 Tahun 1996 tentang
Pangan.'® Pada kasus beredarnya makanan kedaluwarsa, mengetahui pihak yang
bersalah lebih mudah, karena itu sudah menjadi tugas mereka untuk tidak menjual
makanan dan minuman kedaluwarsa. Indonesia memang belum menerapkan
pelabelan kedaluwarsa pada setiap makanan maupun minuman. Seperti yang
tercantum dalam Permenkes No. 180/Menkes/1985, ada 13 jenis makanan dan
minuman yang diharuskan mencantumkan tanggal kedaluwarsa : roti, makanan
rendah kalori, nutrisi suplemen, coklat, kelapa dan hasil olahannya, minyak
goreng, margarine, produk kacang, telur, saus dan kecap, minuman ringan tak
berkarbonat, sari buah dan susu. Disamping itu pencantuman label kedaluwarsa
sendiri sampai saat ini belum ada standar baku. Ada yang sudah mengunakan
Bahasa Indonesia beserta kaidah penanggalannya (misalnya, sebaiknya digunakan
sebelum : Januari 1999), dan tak jarang pula yang masih memakai Bahasa Inggris
dan aturan penanggalannya (best before : 06.98). Namun ada juga yang hanya
berisi angka-angka melulu yang bagi masyarakat awam tentu akan menimbulkan

tanda tanya.

16 Ibid.

UPN " VETERAN' JAKARTA



11

Menurut hasil kajian BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) ada
4 (empat) masalah utama yang terkait dengan keamanan konsumen terhadap
makanan yang dikonsumsinya, yaitu '’:

1. Keracunan makanan yang terjadi karena makanan rusak dan terkontaminasi
atau tercampur dengan bahan berbahaya

2. Penggunaan bahan terlarang yang mencakup : Bahan Pengawet, Bahan
Pewarna, Bahan Pemanis dan Bahan-bahan tambahan lainnya.

3. Ketentuan label bagi produk-produk industri makanan dan minuman yang
tidak sesuai dengan ketentuan label dan iklan pangan (PP 69 Tahun 1999)
beserta Permenkes.

4. Produk-produk industri makanan dan minuman yang kedaluarsa. Menyangkut
penyimpangan terhadap peraturan pelabelan yang paling banyak ditemui
adalah '®;

a. Penggunaan label tidak berbahasa Indonesia dan tidak menggunakan huruf
latin, terutama produk impor.

b. Label yang ditempel tidak menyatu dengan kemasan

c. Tidak mencantumkan waktu kedaluarsa

d. Tidak mencantumkan keterangan komposisi dan berat bersih

e. Tidak ada kode barang MD, ML atau P-IRT dan acuan kecukupan gizi
yang tidak konsisten.

f. Tidak mencantumkan alamat produsen/importir (bagi produknya)

Hasil kajian menemukan bahwa masalah label kurang mendapat perhatian
dari konsumen dimana hanya 6,7% konsumen yang memperhatikan
kelengkapannya. Khusus menyangkut keterangan halal sebagai bagian dari label,
data lembaga pemeriksa halal (LP-POM MUI) menyebutkan saat ini baru sekitar
15% dari produk pangan di Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal.

Konsumen dituntut untuk selalu berhati-hati dalam berkonsumsi rasanya
tidak adil. Harus ada langkah perlindungan yang nyata dari Pemerintah kepada

konsumen. Penegakan hukum dengan menerapkan sanksi yang benar bagi pelaku

7" Konsumen Cerdas, 2009, “ Hasil Kajian BPKN di Bidang Pangan Terkait Perlindungan

Konsumen”,  diakses 15 Agustus 2010, available from : URL
http://www.konsumencerdas.co.cc.
" Ibid.
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usaha yang melanggar aturan harus dilaksanakan. Itu penting untuk mengajarkan

tanggung jawab moral kepada pelaku usaha.

Dalam kasus-kasus perlindungan konsumen ada beberapa hal yang perlu
dicermati, yakni :

1. Perbuatan pelaku usaha baik sengaja maupun karena kelalaiannya dan
mengabaikan etika bisnis, ternyata berdampak serius dan meluas. Akibatnya
kerugian yang diderita konsumen missal (massive effect) karena menimpa apa
saja dan siapa saja.

2. Dampak yang ditimbulkan juga bisa bersifat seketika (rapidy effect), sebagai
contoh konsumen yang dirugikan (dari mengkonsumsi produk) bisa pingsan,
sakit atau bahkan meninggal dunia. Ada juga yang ditimbulkan baru terasa
beberapa waktu kemudian (hidden defect), contoh yang paling nyata dari
dampak ini adalah maraknya penggunaan bahan pengawet dan pewarna
makanan dalam sejumlah produk yang bisa mengakibatkan kanker di
kemudian hari.

3. Kalangan yang menjadi korban adalah masyarakat bawah. Karena tidak punya
pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/jasa yang hanya
semampunya didapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat
minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahaya-
bahaya yang bisa mengancam kesehatan dirinya kapan saja.'’

Berkenaan dengan hal tersebut, menurut Sri Redjeki Hartono *°

, Negara
mempunyai kewajiban untuk mengatur agar kepentingan-kepentingan yang
berhadapan harus dapat dipertemukan dalam keselarasan dan harmonisasi yang
ideal.

Untuk itu, Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur dan campur
tangan dalam memprediksi kemungkinan pelanggaran yang terjadi dengan
menyediakan rangkaian perangkat peraturan yang mengatur sekaligus

memberikan ancaman berupa sanksi apabila terjadi pelanggaran siapapun pelaku

ekonomi.

¥ N.H.T. Siahaan 2005, Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen, dan Tanggung Jawab

Produk, Panta Rei, Bogor, h. 11.
2 Sri Redjeki Hartono, 2007, Hukum Ekonomi Indonesia, Bayu Media, Malang, h. 132.
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1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas, maka
dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut ?

a. Bagaimana Pencantuman Label Pada Produk makanan dalam kaitannya
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen?.

b. Bagaimana Implementasi Pencantuman Label Pada Produk Makanan dalam
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?.

c. Adakah sanksi hukum bagi Pelaku Usaha yang tidak mencantumkan Label

dalam Produk Makanan ?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pemikiran yang
konseptual tentang label sebagai perwujudan hak konsumen atas informasi
kaitannya dengan perlindungan konsumen. Disamping itu penelitian ini juga
dimaksudkan untuk menyumbangkan pemikiran berkenaan dengan label,
mengingat semakin banyaknya produk makanan yang beredar di masyarakat
dengan bermacam-macam label, sehingga kepedulian konsumen akan haknya atas
informasi sangat membantu dalam usaha-usaha pemberdayaan konsumen itu
sendiri.

Di samping itu tujuan penelitian ini adalah : Untuk menganalisa ketentuan
pelabelan produk pangan sebagaimana diatur dalam PP No. 69 Tahun 1999 apa
telah memenuhi asas-asas perlindungan konsumen. Dan untuk mengetahui apa

akibat hukum dari pelanggaran ketentuan label pangan bagi pelaku usaha.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberi pemahaman dan
pengembangan wawasan pengetahuan dibidang hukum perlindungan konsumen
khususnya tentang pelabelan. Juga penelitian tesis ini diharapkan dapat berguna
sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam usaha
perlindungan konsumen baik Yayasan Lembaga Konsumen (YLKI), lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat, konsumen itu sendiri maupun

UPN " VETERAN' JAKARTA



14

pelaku usaha. Disamping itu hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan
sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam membentuk peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen yang lebih baik dan

tidak memihak sebelah.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual
- Kerangka Teori

Teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan
dan tersusun dalam suatu system deduksi yang mengemukakan penjelasan atas
suatu gejala. Sementara itu pada suatu penelitian, teori memiliki fungsi sebagai
pemberi arahan kepada peneliti dalam melakukan penelitian.

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam
diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi dan
proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara
merumuskan hubungan antar konsep.*'

Teori ini juga sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah dalam tatanan
hukum positif konkrit.>> Hal ini sesuai dengan pendapat Jan Gijssels dan Mark
Van Koecke dalam teori hukum diperlukan suatu pandangan yang merupakan
pendahuluan dan dianggap mutlak perlu ada sebagai dasar dari studi ilmu
pengetahuan terhadap aturan hukum positif.

Terkait dengan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka tidak
terlepas dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum yang
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian setiap sektor hukum nasional haruslah bersumberkan pada
Pancasila dan UUD 1945. Pada bagian pembukaan UUD 1945, alenia ke-4 ada
berbunyi “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia ....“. Kata “ segenap bangsa

13

Indonesia “ adalah asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (sila ke-3

13 13

Pancasila Persatuan Indonesia). Dan kata *“ melindungi “ mengandung asas
perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut, baik dia laki-laki,

perempuan, kaya, miskin, baik dia pelaku usaha ataupun konsumen.

21" Burhan Ashsofa, 2004, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19.
2 .
Ibid.
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Untuk menganalisa permasalahan pada penelitian ini penulis menggunakan
beberapa teori hukum, diantaranya teori system hukum dari Lawrence Friedman,
teori pengayoman dari Suhardjo, teori perlindungan dari Philipus M. Hadjon, teori
keadilan dari Aristoteles dan John Rawls, teori negara hukum dan teori / asas-asas
pembentukan peraturan perundang-undangan dari Lon. L. Fuller.

Alasan menggunakan teori sistem hukum, karena penulis berpendapat
bahwa ketentuan mengenai label merupakan elemen substansi dalam sistem
hukum.

Kemudian digunakannya teori perlindungan dan teori pengayoman karena
ketentuan mengenai label adalah ditujukan untuk perlindungan dan pengayoman
kepada masyarakat konsumen.

Sedangkan digunakannya teori Negara hukum karena salah satu ciri khas
Negara hukum adalah adanya pengakuan akan hak, termasuk hak konsumen akan
informasi yang benar yang dapat diperoleh dari label. Disamping itu dalam
konsepsi Negara hukum ada dikenal dua tipe Negara hukum yang salah satunya
adalah Negara hukum dalam arti luas dimana Negara bertugas menjaga keamanan
dalam arti kata seluas-luasnya, termasuk berupaya mewujudkan kesejahteraan
bagi seluruh warga negara. Karena seluruh warga Negara adalah konsumen, maka
perlindungan dan kesejahteraan konsumen menjadi tanggungjawab Negara.
Digunakannya teori asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dari
Lon. L. Fuller karena nampaknya ketentuan label sebagaimana diatur dalam PP.
No. 69 Tahun 1999 masih banyak ditemukan penyimpangan oleh pelaku usaha.

Kemudian digunakannya teori keadilan dari Aristoteles karena seperti telah
diuraikan sebelumnya, bahwa perlunya undang-undang perlindungan konsumen
dan peraturan pelaksana dibidang konsumen termasuk diantaranya ketentuan label
pangan dalam PP No. 69 Tahun 1999 karena karena lemahnya posisi konsumen
dibanding posisi produsen/pelaku usaha. Perlindungan terhadap konsumen
didasarkan pada keadilan komutatif yakni keadilan yang memberikan kepada
setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.

Selengkapnya tentang teori-teori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :
Lawrence M. Friedman mengungkapkan Three Elements of Legal System atau tiga

komponen dari system hukum. Ketiga komponen yang dimaksud adalah (1)
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struktur (structure), (2) substansi (substance), dan (3) kultur (culture) atau
budaya.

Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun
cara menegakkannya, yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari
keadilan. Substansi juga mencakup hukum yang hidup di tengah masyarakat
bukan hanya pada aturan-aturan yang ada di dalam buku-buku hukum/UU/putusan
hakim. Struktural mencakup wadah maupun bentuk dari system tatanan lembaga-
lembaga formal, hubungan antar lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan
kewajibannya. Kultural mencakup nilai-nilai dalam masyarakat yang mendasari
hukum yang berlaku. Malcolm Walters menyebutkan culture consists of generally
shared visions of meaning, value and preference. **

Penegakan hukum sebagai suatu system memerlukan sinergi antara
komponen-komponennya (subsistem) tersebut diatas. Menurut H.L.A Hart “ the

“2 (sistem

union of primary and secondary rules is at the centre of a legal system
hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer sekunder).

Teori pengayoman dikemukakan oleh Prof. Suhardjo, Menteri Kehakiman
dalam Kabinet Presiden Soekarno.”® Menurut teori ini tujuan hukum adalah untuk
mengayomi manusia, baik secara aktif maupun pasif.”’ Secara aktif dimaksudkan
sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi
dalam proses yang berlangsung secara wajar. Sedangkan yang dimaksud secara
pasif adalah mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan
penyalahgunaan hak secara tidak adil. Untuk mewujudkan pengayoman ini
termasuk didalamnya adalah :

Mewujudkan ketertiban dan keteraturan

a
b. Mewujudkan kedamaian sejati

e

Mewujudkan keadilan bagi seluruh masyarakat

o

Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat

» Lawrence M. Friedman, 2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A

Social Science Perspektive), (M. Khozim, Pentj), Nusa Media, Bandung, h. 12-18.

Malcolm Walters, 1994, Modern Sociological Theory, Sage Publications, London, h.13

* Charles Samford, 1989, The Disorder Of Law A Critique Of Legal Theory, Basil Blackwell
Ltd, UK, h. 26.

¢ Bachsan Mustafa, 2003, Sistem Hukum Indonesia Te erpadu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
h. 22.

27 Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Prenada Media, Jakarta, h. 23.

24

UPN " VETERAN' JAKARTA



17

Kedamaian sejati dapat terwujud apabila masyarakat telah merasakan baik
lahir maupun bathin. Begitu pula dengan ketentraman, dianggap sudah ada apabila
warga masyarakat merasa yakin bahwa kelangsungan hidup dan pelaksanaan hak
tidak bergantung pada kekuatan fisik maupun non fisik belaka.

Teori perlindungan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon,
menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi atas dua, yaitu perlindungan
hukum represif dan perlindungan hukum preventif.”®  Perlindungan hukum
represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan
sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan
sebenarnya. Perlindungan jenis ini biasanya dilakukan di Pengadilan.
Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk
mencegah terjadinya suatu sengketa. Perlindungan hukum jenis ini misalnya
sebelum Pemerintah menetapkan suatu aturan/keputusan, rakyat dapat
mengajukan keberatan, atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan
tersebut.

Pada hakekatnya perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum
memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak-hak terhadap subyek
hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap
subyek hukum yang dilanggar haknya.

Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.
Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan
dan kemakmuran. Menurut Aristoteles dalam bukunya nicomachean ethics maka
pada dasarnya ada 2 (dua) teori tentang keadilan yaitu keadilan distributif dan
keadilan korektif/komutatif.

Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan bagian kepada setiap
orang menurut jasanya, dan pembagian mana tidak didasarkan bagian yang sama
akan tetapi atas keseimbangan. Sedangkan keadilan korektif/komutatif adalah
keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak
mengingat jasa seseorang. Keadilan korektif/komutatif memegang peranan dalam
hal tukar menukar pada peraturan barang dan jasa, dalam mana sedapat mungkin

terdapat persamaan antara apa yang dipertukarkan. Sehingga keadilan

*  Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, PT. Bina
[lmu,Surabaya, h. 3.

UPN " VETERAN' JAKARTA



18

korektif’komutatif lebih menguasai hubungan antara perseorangan, sedangkan
keadilan distributif terutama menguasai hubungan antara masyarakat khususnya
negara dengan perseorangan.

Perlindungan terhadap konsumen didasarkan pada keadilan komutatif yakni
keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya dengan tidak

mengingat jasa-jasa perseorangan.”’

- Kerangka Konseptual

Keberadaan tentang konsepsi negara hukum sudah ada semenjak
berkembangnya pemikiran cita negara hukum itu sendiri. Plato dan Aristoteles
merupakan penggagas dari pemikiran negara hukum. Pemikiran negara hukum
dimunculkan Plato. Menurut Plato, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah
yang diatur oleh hukum. Konsepsi negara hukum dalam kajian teoritis dapat
dibedakan dalam dua pengertian. Pertama, negara hukum dalam arti formal
(sempit/klasik) yaitu negara hukum  sebagai  Nachtwakerstaat atau
Nachtwachterstaat (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin
ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada
persaingan bebas (free fight), laisez faire, laisez ealler, siapa yang kuat dia yang
menang. Negara hukum dalam arti formal ini kerjanya hanya menjaga agar jangan
sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan umum, seperti
yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang undang), yaitu hanya
bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak
campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan
rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip laiesez faire
laiesizealler.

Namun teori Negara hukum dalam arti sempit ini mulai ditinggalkan karena
persaingan bebas ternyata makin melebarkan jurang pemisah antara golongan
kaya dan golongan miskin.’® Maka para ahli berusaha menyempurnakan teorinya
dengan teori negara hukum dalam arti materiil (luas/modern) ialah negara yang
terkenal dengan istilah welfare state (walvaar staat), (wehlfarstaat). Disini

Negara bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu

¥ Chainur Arrasjid, 2006, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, h. 40.
%% A. Mukthie Fadjar, 2005, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Malang, h. 16.
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keamanan social (social security) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum,
berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi
warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.’ Menurut teori ini, selain
bertujuan melindungi hak dan kebebasan warganya, negara juga berupaya
mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara.
Dalam penjelasan UUD 1945 dirumuskan bahwa “ Negara Indonesia
berdasar atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka
(machtsstaat) <. Jadi demikian jelas Negara Indonesia adalah Negara hukum. *
Negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu :
Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

b. Negara didasarkan pada teori trias politica.

c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang—-undang (wetmatig
bestuur).

d. Ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan
melanggar hukum oleh pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).

Seperti telah diuraikan diatas, salah satu ciri khas dari Negara hukum adalah
adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Termasuk
dalam hak-hak asasi manusia adalah hak konsumen.

Mengingat betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga melahirkan
pemikiran yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan “Generasi
Keempat Hak Asasi Manusia” yang merupakan kata kunci dalam konsepsi hak
asasi dalam perkembangan umat manusia di masa-masa yang akan datang.’’
Dimana persoalan hak asasi manusia tidak cukup hanya dipahami dalam konteks
hubungan kekuasan yang bersifat vertikal, tetapi mencakup pula hubungan-
hubungan kekuasaan yang bersifat horisontal, antar kelompok masyarakat, antara
golongan rakyat atau masyarakat, dan bahkan antar satu kelompok masyarakat di

suatu negara dengan kelompok masyarakat di negara lain.

3" Dahlan Thaib, 1999, Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum, dan Konstitusi, Liberty,
Yogyakarta, h. 46.

> Bernard Arief Shidarta,2000, Refleksi Tentang Struktur I'mu Hukum, Sebuah Penelitian

Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan

Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Mandar Maju, Bandung, h.47

Amstrong Sembiring, 2010, “ Menyoal Hak-Hak Konsumen “, diakses 8 Juni 2010, available

from URL : http://www.facebook.com/note.php?note_id
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Hak konsumen dalam artian yang luas ini dapat disebut sebagai dimensi
baru hak asasi manusia yang tumbuh dan harus dilindungi dari kemungkinan
penyalahgunaan atau tindakan-tindakan sewenang-wenang dalam hubungan
kekuasaan yang bersifat horizontal antara pihak produsen dengan konsumennya.

Konsepsi generasi keempat ini dapat disebut sebagai Konsepsi Generasi
Kedua apabila seluruh corak pemikiran atau konsepsi hak asasi manusia
sebelumnya yang bersifat vertikal dikelompokkan sebagai satu generasi tersendiri
dalam pertumbuhan dan perkembangan konsepsi hak asasi manusia. Konsepsi
Generasi kedua adalah konsepsi hak asasi manusia untuk mengejar kemajuan
ekonomi, sosial dan kebudayaan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk
menentukan status politik, hak untuk menikmati ragam penemuan-penemuan
ilmiah, dan lain-lain sebagainya.

Secara historis mengenai hak-hak dasar konsumen pertama kali
dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy “Presiden yang
pertama kali mengangkat martabat konsumen” saat menyampaikan pidato
revolusioner di depan kongres (US Congress) pada tanggal 15 Maret 1962 tentang
Hak konsumen. Ia berujar, “Menurut definisi, konsumen adalah kita semua.
Mereka adalah kelompok ekonomi paling besar yang mempengaruhi dan
dipengaruhi oleh hampir setiap keputusan ekonomi Publik dan swasta, tetapi
mereka hanya sekelompok penting yang suaranya nyaris tak didengar.” Yang di
dalam pesannya kepada Kongres dengan judul 4 Special Massage of Protection
the Consumer Interest.

Presiden J.F. Kennedy menjabarkan empat hak konsumen sebagai berikut :

a. the right to safety (hak atas keamanan)

b. the right to choose (hak untuk memilih)

C. the right tobe informed (hak mendapatkan informasi)

d. the right tobe heard (hak untuk didengar pendapatnya). **

Selanjutnya dalam perkembangannya hak-hak tersebut dituangkan di dalam
Piagam Hak Konsumen yang juga dikenal dengan Kennedy’s Hill of Right.

Di Indonesia, mengenai hak-hak konsumen diatur dalam pasal 4 Undang -

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni :

* Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2001, Hukum tentang Perlindungan Konsumen,

PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 27.
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hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa;

hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang
dijanjikan;

hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/atau jasa;

. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan;

hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut;

hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak
diskriminatif;

hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian

atau tidak sebagaimana mestinya;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

1.6 Sistematika Tesis

Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

BAB1 : PENDAHULUAN

Menguraikan bahwa hak atas informasi yang benar adalah salah satu
hak konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen.Salah satu sumber informasi

adalah label yang terdapat pada kemesan produk makanan.

BABII : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan mengenai pengertian perlindungan konsumen, asas dan
tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta

hak dan kewajiban pelaku usaha.
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BAB III :

BAB 1V :

BAB V
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METODE PENELITIAN
Menguraikan mengenai pengertian label, label sebagai wujud hak
konsumen atas informasi, arti penting label pangan bagi konsumen dan

ketentuan label pangan terkait dengan asas perlindungan konsumen.

TINJAUAN HUKUM PERDATA, HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ADMINISTRASI HUBUNGAN DENGAN
PELANGGARAN PELABELAN PRODUK MAKANAN DALAM
PERLINDUNGAN KONSUMEN

Menguraikan bahwa dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan label pangan maka pelaku usaha dapat dimintakan
pertanggungjawaban  baik  secara  perdata, pidana maupun

administrative.

: PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan dan saran
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